
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR tr? TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA,

PELAPORANKINERJADANTATACARAREVIUATASLAPoRANKINERJA
INSTANSIPEMERINTAHKABUPATENKATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
pemerintah Kabupa:ten Katingan, perlu disusun petunjuk
teknisperjanjiankinerja,pelaporankinerjadantatacara
reviu atas 

" laporan finerja instansi pemerintah

KabuPaten Katingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

BupatiKatingantentangPetunjukTeknisPerjanjian
Kinerja, Pelap-oran Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

LaporanKinerjalnstansiPemerintahKabupaten
Katingan.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten sukamaia, Kabupaten Lamendau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau' Kabupaten

Murun[ Raya dan rabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan" Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun iaoz Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a18O);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(LembaranNegaraRepubtiklndonesiaTahun2oll
Nomor 82, {ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2CI14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 224, Tarnbahan Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaNomorS5BT),sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
UndangNomorgTahun2ol5tentangPerubahan
KeduaatasUndang-UndangNomor23Tahun2ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republ-ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor36T9};

Mengingat



4.

5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indtrnesia Nomor a6La);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737\;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2OL4 tentang Sistem
Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3
Tahun 2OO8 tentang Pembagian urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2OO8 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun
2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan ai Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2OO8

tentang organisasi dan Tata Keda sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2015 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7

Tahun 2ol5 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Katingan {Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2OO8

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2OLS Nomor 54, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 25);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Nomor 9
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015
Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 24);



MenetaPkan

13. peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

ReformasiBirokrasiNomor53Tahun2ol4tentang
PetunjukfetnisPerjanjianKinerja'PelaporanKinerja
dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah KabuPaten Katingan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8! Tahun 2015

tentang Pembentukan prodrik Hukum Daerah (Berita

Negara n"p.rililt lndonesia Tahun 2015 Nomor 2016).

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATIKATINGANTENTANGPETUNJUK
TEKNIS pERJANJreli I<INERJA, PPmIq$I KINERJA DAN

TATA CARA Rii'IU ATAS T'Ei'ONEN KINERJA INSTANSI

PBTTNENiNTAH KABUPATEN KATINGAN "

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan'

2. pemeintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut .*.* otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-1u^"'yt 3u1"4.. sistem dan

prinsip Negara Kesatuai Republik Indonesia

sebagaim^rru--di*aksud' dalam Undang-Undang Dasar

Negara Repubik Indonesia Tahun L945'

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan'

5. Bupati adalah BuPati Katingan'

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat sr<po adalaf, sekretariat Daerah, sekretariat

DPRD,pinasDaerah,LembagaTeknisDaerah'Rumah
Sakit Umum Daerah, KecamatanlKelurahan'

Pasal 2

PetunjukTeknisPen5rusunanPerjanjianKinerja,Pelaporan
Kinerja,d.anTatacaraReviuatasl,aporanKinerjalnstansi
pemerintah aipergunakan sebagai pedom-an bagi setiap

sKpD dan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam men]rusun

F"t:"":i"" f<i""t:",- Felaporan-Kinerja dan Tata Cara Reviu

*t""t f,"poran Kinerja Instansi Pemerintah'



Pasal 3

Petunjuk Teknis Pen5rusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran III
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

sebagaimana dimaksud dalam
yang merupakan bagian tidak

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 11 -3-/o16

Diundangkan di
pada tanggal, a1

NIKODEMUS

BERITA DAERAH

Kasongan
-?-74\b

H KABUPATEN KATINGAN,

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 20T6 NOMOR 26T

4

AHMAD YANTENGLIE



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : l+ TAt-futl '20i6

TANGGAL : Q-3- zatb
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN

KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN

TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN'

PETUNJUK TEKNIS
PEI TUSUNAT{ PERJANJIAN KINERJA

A. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari Bupati *eLagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai

penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

d"rrg"n indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen d.an kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan

Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan \rewenang serta sumber daya yang

tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. O"rrg* demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya'

B. T\-rjuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan sqPD

untuk m"ningtcattan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aParatur;
2. Menciptakan tolok ukur kineda sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
d.an sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan

sanksi;
Sebagai d.asar bagi Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan

*rp.iri"i atas perkembangan/ kemajuan kinerja Pimpinan sKPD ;

sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai,

C. PenSrusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang men)rusun Perjanjian Kinerja
a. Bupati *.rry,r"r, dan rnenetapkan Perjanjian Kinerja tingkat

Pemerintah Daerah.
b. Pimpinan SKPD menjrusun Perjanjian Kinerjl kemudian

ditandatangani oleh Bupati Katingan dan Pimpinan SKPD.

c. pejabat Sduktural setingkat Eselon III dan Eselon IV di bawah
pimpinan SKPD men]rusun Perjanjian Kinerja kemudian
ditandatangani oleh Pimpinan SKPD dan Pejabat bersangkutan.

3.

4.

5.



D,

2. Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja

perjanjian Kinerja harus disusun setelah SKPD menerima dokumen
pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen
pelaksanaan anggaran disahkan-

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang
*".rgg.tt barkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya,
tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan'

Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah menggunakan
sasaran yang menggarnbarkan dampak dan outcome yan'g dihasilkan
sedangkan p"dr SXpO Tingkat Eselon II dan Eselon III menggunakan
sasaran yang menggambarkan outcome dan outpuf. Sedangkan untuk
Pejabat 

- 
Eselon III dan Eselon IV dibawah pimpinan SKPD

m.nggurrakan sasaran yang menggalnbarkan outcome atau output.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Daerah dan
SKpD menggunakan Indikator Kinerja Utama tingkat Pemerintah
Daerah dan Indikator Kinerja Utama tingkat SKPD serta indikator
kinerja lainnya yang relevan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dari perjanjian kinerja tersebut,
sesuai dengan Dokumen Rencana PembangUnan Jangka Menengah
Daerah bagi Pemerintah Daerah dan Dokumen Rencana Strategis bagi
SKPD serta dokumen Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan SKPD.

Format Perj anj ian Kinerja

Format Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan
Perjanjian Kineda dan Lampiran Perjanjian Kinerja'

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
pernyataan Perjanjian Kinerja untuk Pemerintah Daerah dan SKPD

sesuai dengan anak lampiran ,l!-4 dan anak lampiran I/2-4.

Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam
lampiran perjanjian kinerja pada pemerintah daerah dan SKPD sesuai
pada anak lampiran ll3-4 dan anak lampiran ll4-4.

Bagi SKPD yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana
dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus
memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi
alokasi dana-dana tersebut pada lampiran pedanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam ha1 terjadi
kondisi sebagai berikut:

o Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

o Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan prograrn, kegiatan dan alokasi anggaran);

r Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
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